
BAB VI 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian diatas, peneliti berkesimpulan bahwa implementasi Standar 

Pelayanan Minimal Pada Penerbitan Akta Kelahiran cukup berhasil karena respon 

masyarakat terhadap pelayanan yang berangsur membaik. 

Dari aspek komunikasi, masyarakat yang dulunya sulit mendapat akses 

informasi mengenai syarat-syarat dalam mengurus dokumen. Desawa ini masyarakat 

dapat memperoleh informasi tersebut pada kantor desa maupun kecamatan serta 

Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi dan dapat berinteraksi dengan aparatur melalui 

media radio namun informasi ini tidak begitu efektif karena mayoritas masyarakat 

tidak mengandalkan radio sebagai media informasi. pendekatan pelayanan ini 

bertujuan untuk mempersingkat waktu pelayanan kepada masyarakat yang 

berdomisili jauh dari pusat pemerintaha. Dari aspek Sumber daya, aparatur yang 

bertanggungjawab terhadap pelayanan masyarakat cukup berkompeten. Selain yang 

berstatus Pegawai Negeri Sipil juga memiliki karakteristik yang baik. menempatkan 

posisi aparatur sebagai pelayan dan masyarakat sebagai pelanggan. Pegawai yang 

berstatus honorer juga telah diuji pada saat awal mereka masuk. Aspek Disposisi, 

karakteristik aparatur pelaksana sangat baik, ini ditandai dengan tidak adanya praktek 

nepotisme hingga pungli serta pelayanan yang memakan waktu 1 hari langsung ambil 

dokumen pun dilaksanakan dengan baik tanpa embel-embel kedekatan. Hasil kerja 

para aparatur mencerminkan komitmen sebagai pelayan masyarakat. Aspek Struktur 

Birokrasi, dengan adanya koordinasi serta kolaborasi dengan beberapa instansi sangat 



membantu pelayanan dasar kepada masyarakat walaupun belum berjalan dengan 

optimal. Masyarakat dengan mudah mendapat informasi serta solusi menerbitkan akta 

kelahiran tanpa datang ke kantor. Solusi ini dapat meringankan dukcapil sebagai 

lembaga pemerintahan tunggal yang berhak serta bertanggungjawab penuh terhadap 

penerbitan akta kelahiran anak. 

1.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki saran sebagai 

berikut : 

1. Permintaan pelayanan publik yang begitu besar namun tidak setara dengan 

fasilitas yang ada. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Alor perlu 

adanya penambahan loket perekaman data masyarakat sehingga nomor 

antrian yang tadi hanya 50/hari dapat ditambah lagi agar tidak terjadi 

penumpukan pelayanan.  

2. Pemerintah harus menindak tegas masyarakat yang tidak jujur dengan status 

kelahiran anak karena ini menyangkut status hukum dan kelancaran 

pelayanan publik. 

3. Perlu adanya sosialisasi metode kepengurusan akta kelahiran online. 

Sehingga pendekatan publik sebagaimana amanat Standar Pelayanan Minimal 

dapat terwujud. 

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor wajib 

mensosialisasikan pentingnya kepemilikan akta kelahiran disetiap 

Kecamatan. 

5. Perlu adanya Pelayanan keliling ke setiap kecamatan yang presentase 



kepemilikan akta kelahirannya rendah  

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor harus memiliki 

website resmi sehingga segala informasi baik dari waktu pelayanan hingga 

persyaratan kepengurusan dokumen kelahiran dapat diakses oleh masyarakat 

sebagai bentuk penyebaran informasi berbasis online. 
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